
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

   NOMOR :  8                                                                     TAHUN 2011 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 
 

NOMOR  8  TAHUN 2011 

 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 

NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN MAJALENGKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  MAJALENGKA, 
 
 

Menimbang  :  

a.  bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berdasarkan hasil 
evaluasi kelembagaan sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian 

dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. 
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Mengingat  :  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah     
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  Sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang  Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

7.Undang-Undang...3 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Nomor 1). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA 

dan  

BUPATI MAJALENGKA 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  

 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2009 

TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
MAJALENGKA. 

 

 
PASAL I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 
tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) diubah 

sebagai berikut : 
 
1.  Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 8 

 
(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari : 

a. Inspektur  

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian  Umum; 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 

 

 
c. Inspektur …….. 5 
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c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;  

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Daerah ini. 

 
2.  Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 
 
 

Pasal 12 
 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Kepegawaian. 

c. Bidang Bina Program dan Sarana Prasarana, membawahkan : 

1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

2.  Seksi Sarana Prasarana. 

d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan : 

1. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah 
Dasar; 

2. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama. 

 

e. Bidang Pendidikan … 6 
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e. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahkan : 

1. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah 
Menengah Atas; 

2. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah 
Kejuruan. 

f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. 

1. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Anak 
Usia Dini; 

2. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan 

Masyarakat, Kursus dan Pelatihan. 

g. UPTD. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II  Peraturan Daerah ini. 

 
3.  Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 28 
 

(1) Susunan Organisasi  Dinas  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

terdiri dari : 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 
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c. Bidang Pendapatan, membawahkan : 

1. Seksi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

2. Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Lainnya; 

3. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain 
Pendapatan yang Sah. 

d.   Bidang Anggaran, membawahkan : 

1. Seksi Penyusunan Anggaran; 

2. Seksi Pengendalian Anggaran. 

e. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahkan : 

1. Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung; 

2. Seksi Pengelolaan Belanja Langsung; 

3.  Seksi Akuntansi dan Pelaporan. 

f. Bidang Aset, membawahkan : 

1. Seksi Penatausahaan Aset Lancar dan Aset Lainnya; 

2. Seksi Penatausahaan Aset Tetap; 

3. Seksi Pelaporan Aset. 

g. UPTD 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran III Peraturan Daerah ini. 

 
 

4.  Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 52 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 52 

 
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas : 

a. Kepala Satuan. 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Program; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan  Daerah, 
membawahkan : 

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, 
membawahkan : 

1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 

2. Seksi Kerjasama. 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan : 

1. Seksi Pelatihan Dasar; 

2. Seksi Teknis Fungsional. 

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : 

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; 

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 

Daerah ini. 
 

5.  Lampiran IV, VI, XIV dan XXVI dihapus. 
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PASAL II 

 
(1) Ketentuan yang menyangkut susunan organisasi Inspektorat mulai berlaku 

paling lambat tanggal 31 Desember 2011. 
 
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka. 
 
 

Ditetapkan di  Majalengka 
pada tanggal 28 Oktober 2011  
 

BUPATI MAJALENGKA, 
 

Cap/Ttd 

 
 

SUTRISNO 
 
Diundangkan di Majalengka 

pada tanggal 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA, 
 
 

 
 
 

ADE RACHMAT ALI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR      
 


